nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAHANAN IJAZAH
PEKERJA OLEH PENGUSAHA DALAM HUBUNGAN KERJA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

‘\\\\\\\\\\\“9‘

N

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Nadila Rachma Dini

[/ (
Nadila '} chma Dini



Vs 75

G

9

L]
»

" gg %22 | S¥988S801
AR RSRDE /19p0% ) / (€0 "0u) : 82y - ON

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU %Mﬂ,

FAKULTAS HUKUM

‘Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Hoebsite : lavudvacid - e-mail @ law(@uizagid

FS 671471

5 Alamar : J). Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

. Sutizk cbrianto, S.H., M.H




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

TR AR

5 Alamat : J1. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

15-11-2018

VKAN

FS 671471

17-11-2018

Tambah analisis pada Bab III.B yang

berkaitan dengan faktor pendukung 4
3. Analisa lebih dalam kasus penahanan

ijazah pada latar belakang pada Bab III




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

167 1. Tambahkan lagi analisa pada Bab II1.B
28:122008 | 5, Perhaikd kesimpulan

15-01-2019

E.‘

=\ )

o
&
BA
A
/
?
’

%




nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU YKAN
FAKULTAS HUKUM Fe o7t
ol iluma : J1. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuirac.id - e-mail : law@uirac.ids




Il udwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 261/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
1 i gan sepenuhnya terhadap mahasiswa

n_dalam surat keputusan ini

- “w%’“ %,

¥y é

Menetapka

ANAN  [JAZAH
BUNGAN KERJA

SK. Rektor Nomor :
Itas di lingkungan

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



Il udwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 261/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

k membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
mbing I dan Il yang akan memberikan bin epenuhnya terhadap mahasiswa

alam surat keputusan ini

o 2 +.

Temb : Disamy pada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya aturan mengenai
penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam hubungan kerja. Penyebab
terjadinya penahanan ijazah pekerja ini disebabkan oleh tidak adanya aturan yang
membahas perihal _penahanan ijazah pekerja .oleh pengusaha sehingga
menciptakan tidak adanya kendala ketika pengusaha membuat perjanjian kerja
yang menyematkan penahanan ijazah didalamnya.

Dari latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah pokok
diantaranya: Pertama, bagaimanakah: tinjauan. terhadap penahanan ijazah pekerja
oleh pengusaha dalam hubungan-kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dan
kedua, apa akibat hukum terhadap penahanan ijazah pekerja-oleh pengusaha
dalam hubungan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjaun yuridis
terhadap penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam hubungan kerja dalam
perspektif HAM serta untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap penahanan
ijazah pekerja oleh pengusaha dalam hubungan kerja.

Penelitian dalam penyusunan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum, penelitian
terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian
perbandingan hukum. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara ke beberapa
narasumber untuk memperkuat. data dari teori-teori kajian. Penelitian normatif
merupakan salah satu jenis penelitian terhadap dua data. Sedangkan dilihat dari
sifatnya adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan peraturan penahanan
ijazah pekerja oleh pengusaha dalam hubungan kerja belum mempunyai kepastian
hukum. Hal ini terbukti dengan tidak ada aturan yang mengatur tentang larangan
maupun dibolehkannya penahanan ijazah oleh pihak pengusaha dalam hubungan
kerja. Penelitian ini menunjukan bahwa _adanya kekosongan hukum dalam
mengatur aturan penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha sehingga membuat
banyak pengusaha dan tempat kerja dengan seenaknya membuat perjanjian
dengan memasukan isi perjanjian penahanan ijazah pekerja. Penahanan ijazah
pekerja ini termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Penahanan ljazah, Hubungan Kerja, Hak Asasi Manusia.



ABSTRACT

This research was motivated by the absence of rules regarding the
detention of workers' diplomas in employment relations. The cause of the
detention of workers' diplomas is caused by the absence of rules that discuss the
detention of workers' diplomas by employers so that there is no obstacle when the
employer makes a.work agreement that attaches.a detention.certificate.

From the  background, the author can formulate the main problems
including: First, how is the review of the detention of workers' diplomas by
employers in work relations in the perspective of Human Rights. And second,
what are the legal consequences of the “detention of workers' diplomas in
employment:

This study aims to analyze how juridical assessment of the detention of
workers ‘diplomas by employers in work relations in a human rights perspective
and to find out what are the legal consequences of the detention of workers'
diplomas by employers in work relations.

Research in this compilation is included in the type of normative legal
research, namely research that intends to examine legal norms, research on legal
principles, research on legal systematics, research on the degree of legal
synchronization, legal history research and comparative legal research. In this
study interviews were conducted with several speakers to strengthen data from
study theories. Normative research is one type of research on two data. Whereas
seen from its nature is descriptive analysis.

From the results of the study, it is known that the implementation of
regulations on the detention of workers' diplomas by employers in employment
relations does not yet have legal certainty. This is evidenced by the absence of
rules governing the prohibition or allowing detention of diplomas by employers in
work relations. This study shows that there is a legal vacuum in regulating the
rules for the detention of workers 'diplomas by.employers so that many employers
and workplaces arbitrarily makearrangements by entering the contents of the
agreement to hold workers' diplomas. The detention of workers' diplomas is
included in human rights violations.

Keywords: Diploma Detention, Employment Relations, Human Rights.
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DAFTAR ISTILAH

Anglo Saxon : Negara-negara maritime kepulauan yang terletak
di Eropa.

Catch Al

Culpa
Dealer
dusen kepada
Ensiklopedi ‘ pun keterangan
al.dalam bidang seni
; menurut abjad
Exit clearance ’
Freedom Of Cc ".
Hoge Raad

Human Rights
Kecakapan

Konsensualisme an para pihak untuk mengikatkan diri

dalam suatu perjanjian.

Main Hakim Sendiri : Tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa
melewati proses yang sesuai hukum.

Multidimensi : Mempunyai berbagai macam dimensi.
Optional Law : Asas pelengkap

Resign : Berhenti bekerja.
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Rule of Law : Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum
harus memerintah sebuah negara dan bukan
keputusan pejabat-pejabat secara individual.

Somasi : Peringatan kepada pihak yang lalai melakukan
suatu kewajibannya

qb
[

ngan dan
isasi atau

Wl

Standarisa

Supremasi

Tindakan bil bertujuan
gender atau

atau sejajar

Wanprestasi
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DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia

HRD
ICCPR

ICERD
Descreminat

ICESCR
Rights

‘\'*‘t\\\\\

N

Jamsostek

Jo

Kadisnaker

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komnas : Komisi Nasional

KK . Kartu Keluarga

KTP : Kartu Tanda Penduduk

KUHP . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
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PBB
Perda

PHK

uub

UUPPHI
Industrial

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

: Peraturan Daerah

: Pemutusan Hubungan Kerja
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PENDAHULUAN

hak dan kebutuhan karyawannya sehingga akan menghasilkan kinerja karyawan

yang meningkat.

Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan disebut UUD 1945,
dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, kemudian Pasal 28D

ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat



imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kedua Pasal
diatas melindungi warga negara agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Memberikan perlindungna kepada tiap warga negara serat
ikut memajukan_kesejahteraan.rakyat Indonesia merupakan. tujuan nasional dari
ketentuan filosofis yang ditegaskan didalam Pembukaan UUD 1945 (Khairani,
2016, p. 1).

Pancasila dan UUD 1945 perihal mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
adil dan makmur merupakan pembangunan nasional. Dalam rangkaian
pembangunan naisonal karyawan sebagai pekerja memiliki peran dan kedudukan
yang sangat penting hal ini dikarenakan karyawan sebagai pelaku dalam tujuan
pembangunan. Peningkatan kualitas pekerja dan perannya diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan yang dapat menaikan kualitas dari karyawan
tersebut yang berdasarkan pada perlindungan pekerja maupun-keluarganya seperti
adanya jaminan kesehatan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Dengan adanya peningkatan kualitas pekerja oleh perusahaan, maka pengusaha
memiliki standar tertentu yaitu berupa perjanjian kerja bersama seperti kontrak
yang berisi mengenail penalty ataupun penitipan ijazah yang dapat membebani
pekerja. Permasalahan yang terjadi mengenai perjanjian kerja antara Pengusaha
atau pihak pertama dan Pekerja atau pihak kedua dapat merugikan pihak kedua
seperti menitipkan ijazah aslinya untuk jaminan dari pihak kedua terhadap pihak
pertama dalam menjalankan pekerjaannya selama kontrak berlangsung. perjanjian

ini sangat merugikan pekerja dalam pengembangan Karir.



Memandang masih tingginya pencari kerja di Indonesia sejalan dengan
hasil penelitian yang menemukan bahwa lulusan Perguruan Tinggi berkeinginan
untuk melamar pekerjaan, berbanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan
atau mengambil_keputusan menjadi seorang.wirausahawan. Hasil penelitian ini
juga membuktikan bahwa 76% lulusan perguruan tinggi menginginkan menjadi
karyawan atau pegawai, hanya-4% menginginkan berwirausaha (Kasmir, 2006, p.
1). Ttidak sebanding dengan adanya lapangan kerja yang tersedia merupakan
imbas dari jumlah pencari kerja yang terbilang tidak sedikit ini dan perlunya
pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Adanya keperluan dalam
memenuhi kebutuhan hidup inilah yang membuat para pekerja memutuskan untuk
menerima pekerjaan dengan perjanjian yang dibuat sepihak oleh pengusaha yaitu
salah satunya adalah penahan ijazah.

Pengaturan mengenai, penahanan ijazah asli tidak di-atur dalam undang-
undang ketenagakerjaan, hal inilah. yang menyebabkan perusahaan dapat
memberlakukan “aturan penahanan ijazah yang tedapat dalam kontrak kerja.
Dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur dan minimnya lapangan
pekerjaan membuat calon ‘pekerja menyetujui perjanjian yang terdapat dalam
kontrak tersebut. Dalam penahanan ijazah, pengusaha memiliki alasan tertentu
salah satunya adalah sebagai jaminan dalam menjalani masa kinerja yang sudah
disepakati dalam kontrak kerja yang tebilang sebagai lamanya karyawan bekerja.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak pertama mengharuskan pihak
kedua untuk menyerah ijazah aslinya dapat dibilang sebagai pelanggaran hak asasi

manusia. Hal ini didukung dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999



mengenai Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Undang-undang Hak Asasi
Manusia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) (Irmansyah, 2012, p. 67) yang
menyebutkan pengertian mengenai pelanggaran hak asasi manusia yaitu tindakan
yang dilakukan oleh seseorang.atau sekelompek orang bahkan aparat negara baik
disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatast dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manbusia yang dimiliki sejak
manusia berada didalam kandungan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa. Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsang-
bangsa) pada tahun 1948 di, Paris (Qamar, 2013, p. 16). Indonesia merupakan
negara telah mengatur Hak Asasi Manusia kedalam undang-undang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdadarkan Undnag-undnag
Hak Asasi manusia dalam penahanan ijazah, yaitu :

a. Melanggat hak pekerja untuk ‘meningkatkan taraf kehidupannya, seperti
tercantum dalam Pasal 9“ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak
untuk  hidup, memeprtahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya”.

Pada Pasal ini perusahaan melanggar hak pekerja untuk meningkatkan

taraf kehidupan, yaitu melarang karaywan untuk mendapatkan upah yang

lebih baik dalam meningkatkan kesempatan bekerja diperusahaan lainnya.

b. Melanggar kebebasan pekerja untuk bebas memilih pekerjaan, seperti yang
tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak
dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas
syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Pada Pasal ini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah
kebebasan untuk memilih pekerjaan yang disukainya dengan penahan



ijazah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mencari kerjaan
yang sesuai dengan minat yang dimiliki.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah dipaparkan oleh penulis,
terdapat resiko yang bisa.ditimbulkan oleh penahan ijazah yaitu resiko kehilangan,
resiko kehilangan yang. disebabkan benca alam seperti gempa bumi, banjir,
longsor, faktor Kkelalaian manusia seperti kebakaran dan kerusakan saat
penyimpanan ijazah ditempat yang tidak aman./Kehilangan saat terjadinya
penahan ijazah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tidak diatur dalam
perjanjian bersama yang dapat mengakibatkan pekerja kehilangan ijazah asli.
Pada Dinas Pendidikan tidak dapat mengeluarkan ijazah kedua, kehilangan ijazah
pekerja akan digantikan oleh Dinas Pendidikan dengan mengeluarkan surat
keterangan kehilangan ijazah.

Mengenai praktik penahanan ijazah asli milik pekerja masih dilakukan
oleh sejumlah perusahaan. Sebagaiycontoh kasus penahanan.ijazah asli pekerja
yang terjadi pada perusahaan dibidang perbankan, kuliner hingga distributor and
dealer. Contoh kasus yang terjadi adalah kehilangan ijazah asli ketika ijazah
tersebut dititipkan kepada pihak perusahaanwyang mengakibatkan pekerja
kesulitan untuk mencari pekerjaan lainnya. Penahanan ijazah pekerja telah
diketahui oeh Dinas Tenaga Kerja, selanjutnya disebut Disnaker. Pihak Disnaker
mengakui bahwa masih adanya praktik penitipan ijazah yang dilakukan oleh
perusahaan. Banyaknya laporan yang diterima oleh Disnaker mengenai penahan
ijjazah membuat pihak Disnaker memanggil perusahaan yang selama ini

dilaporkan melakukan penahanan ijazah asli milik pekerjanya.



Penahanan ijazah bisa disebut sbeagai penyanderaan karyawan yang
dilakukan oleh pengusaha. Hal ini akan menyebabkan karyawan merasa terpaksa
mengikuti peraturan yang dibuat oleh pengusaha tanpa memikirkan hak pekerja.
ljazah merupakan<jaminan karyawan untuk.tidak kabur atau secara diam-diam
berhenti. Penahan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha memiliki alasan yaitu
berhentinya pekerja secara_ sepihak -oleh’ karyawan yang dapat menganggu
operasional ‘perusahaan” tanpa ada jamina yang diberikan. Upaya yang harus
dilakukan oleh pengusaha dalam mengurangi turnover yang tinggi yaitu dengan
mensejahterakan karyawannya baik berupa upah maupun pelatihan yang diberikan
pengusaha kepada karyawannya. Sehingga dengan cara.ini karyawan akan merasa
diperhatikan kesejahteraannya.

Diperlukannya perjanjian kerja dalam upaya perlindungan pekerja dari
diskriminasi, dimana hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha diatur dalam
perjanjian kerja (Pratiwi, 2016, p. 160). Jaminan hak-hak dasar pekerja dan
menjamin kesamaan, kesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam
hal apapun untuk’ meeujudkan kesejahteraan..para pekerja merupakan
perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan.

Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dituju
dalam suatu peraturan merupakan fungsi dari adanya suatu peraturan perundang-
undangan, artinya hakikat hukum paksaan, kewajiban dan penjaminan hak
terhadap warga negara, dapat dilaksanakan dengan campur tangan negara karena
dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang.

Salah satu nya adalah Undang-undang Ketenagakerjaan yang terdiri dari pihak
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pertama sebagai pemberi kerja yang disebut pengusaha dan pihak kedua sebagai

penerima kerja yang disebut sebagai karaywan. Dengan adanya undang-undang

maka akan menghasilkan kepastian hukum yang baik dan bisa memenuhi kaidah

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini,
antara lain:
1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap penahanan ijazah pekerja

oleh pengusaha dalam hubungan kerja dalam perspektif hak asasi manusia.
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2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap penahanan ijazah pekerja

oleh pengusaha dalam hubungan kerja.

2. Manfaat Penelitian

Manusia (Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2014). Teori yang
membahas tentang Hak Asasi manusia, diantaranya (Sujatmoko, 2015, p. 7):
1. Teori Negara Hukum (Theory State of Law)
Immanuel Kant adalah pelopor dari teori ini. Dimana tujuan dari teori ini

adalah untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Dengan
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kata lain negara mempunyai peran penting dalam melindungi warga

negaranya.

. Teori Kedaulatan Rakyat (Theory of Soverignty of The People)

i akan i 1g_ahli yang bernama
\%R“‘ .9 oleh rakyat

adalah hak

Legislatif, (2)

pemisahan ini

. Teori Hukum Alam (Natural Law)

Teori ini memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati (hak yang
sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan ketika manusia tersebut
meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi
manusia dimiliki secara otonom (Independent) terlepas dari pengaruh

negara sehingga tidak ada alasan negara untuk membatasi hak asasi
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manusia tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada negara, maka

negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu.

. Teori Utilitarian

empunyai hak

r tentang hak-

ERSAAL

hak-hak warga

i ini membuat

SRENY

terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka sebagai individu atau
tidak memadai untuk membenarkan terjadinya perlakuan yang merugikan

atau melukai mereka.

. Teori Hukum Kodrati

Teori hukum kodrati merupakan hukum yang berasal dari Tuhan yang

sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Pada abad ke-17
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Grotius menyempurnakan teori ini sehingga menjadi hak-hak indivisu
subjek diakui.

10. Teori Realisme Hukum

yang

pada Pasal
antara pen
mempunyai

dengan pel

ketika pekerja mulai diterima untuk bekerja di tempat pengusaha sehingga pekerja
tersebut dapat melakukan pekerjaannya sesuai perintah dari pengusaha serta
pekerja tersebut mendapatkan hak berupa upah. Jadi hak dan kewajiban yang
melekat pada diri pekerja dan pengusaha muncul ketika hubungan kerja tersebut
telah terjalin. Pengaturan mengenai segala hal tentang hubungan kerja antara

pekerja dengan pengusaha di negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-
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undangan ketenagakerjaan serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Peraturan
hukum ketenagakerjaan ini sangat penting keberadaannya sebagai payung hukum,

namun bila melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait

ini menjadi suatu ke : 3 ANg Men bolehkan atau
tidak atas tinda Sa 1 erhadap ijazah asli

pekerja (Vijaya

sehingga hak
pekerja da erli gi ¢ tujuan hukum

akerjaan yakni

ketenagakerjaan.
Berdasarkan hal tersebut, jelas hukum ketenagakerjaan ini sangat
diperlukan sebagai peraturan dalam dunia kerja sehingga dapat memberikan
keadilan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, kemudian pula
guna memberikan perlindungan bagi pekerja mengingat pengusaha sebagai

pemberi kerja memiliki kekuasaan yang lebih sehingga perlu adanya pembatasan
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agar pengusaha sebagai pemberi kerja tidak semena-mena dalam memperlakukan
pekerjanya baik dalam pemberian beban kewajiban maupun pemberian hak

pekerja tersebut. Mengingat bahwa hukum ketenagakerjaan itu sangat penting

atau sumber hukum

menjadi sumb ' : 0 formal dan sumber

materiil. S alah pancasila,

sedangkan ¢ ri dari sebagai

berikut:

materiil, pancasila merupakan sum dari segala hukum sehingga dalam
pembentukan hukum maupun kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari nilai-nilai
pancasila. Nilai yang terkandung pada pancasila tersebut kemudian direfleksikan
dalam peraturan berupa UUD 1945. Penahanan ijazah jika ditinjau dari UUD

1945, tindakan tersebut melanggar hak pekerja sebagai mana dalam Pasal 27 ayat

(2) UUD yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan



penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maksud dari ketentuan ini demi
melindungi hak pekerja untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi
kehidupannya secara layak (Vijayantera, 2017).

Akibat ijazah asli pekerja.yang ditahan-oleh pengusaha, pekerja tidak bisa
untuk mencari kerja di perusahaan lain dengan penghasilan yang lebih layak atau
lebih baik demi menunjang kehidupan:pekerja tersebut. Hal ini mengingat bahwa
ijazah merupakan syarat sah yang wajib diperlihatkan ketika pekerja melamar
pekerjaan disebuah perusahaan. Oleh karena itu tindakan penahanan ijazah oleh
pengusaha tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD. karena tindakan
pengusaha tersebut menghalang-halangi hak pekerja _untuk mendapat pekerjaan
dengan penghasilan yang layak ataupun memadai dalam menunjang kebutuhan
hidupnya.

Pada sumber hukumsformil sebagai sumber hukum ketenagakerjaan, pada
peraturan perundang-undangan tidak ditemui bahwa tindakan penahanan ijazah
tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perlu
dikaji pula pada sumber hukum formil selain peraturan perundang-undangan.
Kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum.formil hukum ketenagakerjaan dapat
digunakan sebagai sumber hukum bagi para pihak yakni pekerja dan pengusaha
dalam melakukan hubungan hukum yakni hubungna kerja (Vijayantera, 2017, p.
43).

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang
terhadap hal yang sama, bila satu kebiasaan tersebut telah diterima oleh

masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang, sehingga tindakan



yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan
hukum maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai
hukum (Asikin, 2008, p. 55). Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang ini
menjadi sebuah _hukum yang berlaku dimasyarakat diluar-peraturan perundang-
undangan. Kebiasaan sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam membentuk
hubungan hukum disepakati.melalui, perjanjian .baik itu perjanjian yang dibuat
dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kebiasaan bermakna cara atau
tingkah laku yang umum diikuti dalam pelaksanaan suatu jenis kontrak tertentu
didalam wilayah atau bidang usaha tertentu. Selanjutnya cara atau tingkah laku
tersebut diikuti dalam praktik sebagai kewajiban hukum, tidak menjadi apakah
para pihak bermaksud mengikuti kebiasaan tersebut atau mengetahui adanya
kebiasaan tersebut.

Tindakan penahananrijazah asli yang dilakukan oleh pengusaha jika dilihat
dari sumber hukum berupa kebiasaan maupun perjanjian, maka tindakan tersebut
dapat dilakukan oleh pengusaha. Apabila melihat pada rasa kemanusiaan terkait
hak asasi yang dimiliki manusia dalam mendapat pekerjaan serta penghidupan
layak sebagaimana diatur “dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia,
tindakan pengusaha ini  merupakan tindakan yang menghalang-halangi
pekerjaannya untuk mendapat pekerjaan lain diluar perusahaannya yang mampu
memberi upah atau penghasilan lebih yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
daripada tempat pekerja bekerja sekarang (Asikin, 2008, p. 45).

Adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau

kecakapan melakukan perbuatan melawan hukum, adanya pekerjaan yang



diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
merupakan hal dasar dari pembuatan perjanjian kerja yang dimuat dalam Undang-
undang Ketenagakerjaan. Syarat-syarat perjajian kerja yang diatur dalam Undang-
undang._Ketenagakerjaan secara sepintas mirip dengan syarat sahnya perjanjian
yang diatur dalam pasal KUHPerdata. | Ada; beberapa teori yang menyatakan
bahwa syarat kesepakatan baru terjadi jika kedua pihak memiliki kebebasan untuk
berkehendak, tanpa paksaan atau tekanan, baik fisik maupun psikis dalam
membuat perjanjian merupakan pembahasan khusus mengenai perihal syarat
sahnya perjanjian. Kesepakatan tidak akan terpenuhi apabila tidak terjadinya
beberapa teari.yang sudah Penulis sebutkan diatas.

Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan “Tiada sepakat yang sah apabila
sepakat itu diberikan karena.kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau

2

penipuan” kemudian Pasal 1323 KUHPerdata menyebutkan ‘“Paksaan yang
dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan
untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak
ketiga, untuk kepentingan siapa perjajian.itu telah dibuat”. Ketentuan hukum
perdata berdasarkan dari hal tersebut, tanpa adanya kesepakatan dari para pihak
maka perjanjian kerja tersebut tidak sah, dan juga dapat dimintakan pembatalan ke
pengadilan. Jika dinyatakan batal oleh pengadilan, artinya perjanjian tersebut
tidak berlaku dan pekerja tidak diharuskan untuk membayar penalty atau hal-hal

lain yang terkait dengan perjnajian tersebut. Namun apabila perjanjian tersebut

tidak dinyatakan batal oleh pengadilan, maka berlaku Pasal 62 Undang-undang
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Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja dinyatakan membayar penalty
sebesar upah pekerja atau apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja

sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu

tertentu dlwajlb anti rugi innya sebesar upah

‘ “ \E“‘ .03 janjian kerja
3 i 05 ia, habisnya

i, maka penulis

tersebut diatas

maknanya.
Yuridis adalah hukum, yakni kaidah-kaidah atau norma, nilai mengenai
sesuatu segi kehidupan masyarakat.
Penahanan adalah menahan sesuatu benda atau barang hingga

membuatnya menjadi tertahan atau terhambat.



ljazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian
suatu jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi .

Pekerja adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan yang dapat
menghasilkan barang dan/ataujasa baik untuk-memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengusaha adalah oramg yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha
jual-beli, maupun usaha produksi|yang tujuan. utamanya adalah mendapatkan
keuntungan dan menanggung risiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah, berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi,
atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia yang sudah dimiliki sejak
manusia berada didalam kandungan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa sehingga telah ditetapkan oleh dunia sejak lama.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan-gambaran‘yang.lebih Tuas dan untuk mempermudah
pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab masalah pokok yang telah
dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum

campuran (Syafrinaldi, 2017, p. 6) yaitu penelitian gabungan bercirikan

penelitian hukum normatif lebih dominan, sehingga penggunaan data
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primer hanya diperlukan secara terbatas. Data primer tersebut diperoleh
dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Sedangkan

dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analisis. Akan tetapi untuk

2.
diantaranya
yaitu
a ernya adalah
ﬁ' perkuat data
b. g mempunyai

mberikan penjelasan

Skripsi, 2017,

Q@ elenggaraan Ketenagakerjaan,
serta literatur atau . : ukum perdata, hukum acara
perdata, hak asasi manusia, pendapat hukum dari buku, jurnal, artikel dan
surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari bahan-bahan hukum non-hukum
merupakan bahan dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam
penelitian hukum, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain atau bisa dikatakan

bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi
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pertimbangan dalam penelitian hukum (Syafrinaldi, Buku Panduan

Skripsi, 2017, p. 14). Dengan kata lain, bahan hukum tersier yakni bahan

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

Terhadap Penahanan ljazah Pekerja Oleh Perusahaan Dalam Hubungan Kerja
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, kemudian penulisan tarik kesimpulan untuk

memberikan keterangan dan materi-materi hukum tentang perkara ini.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A.
pekerjaan
guna me diri maupun
masyaraka 1 » ja de bungan kerja
antara lain
a. Hak
dari ha katas
ompenen yang
gerak dan tidak
finisi dari kerja
lingkungan yang
ak atas pekerjaan
a melekat pada tubuh
manusia.
b. Hak Atas Upah yang Adil

Hak vyang patut diterima dan dituntut apabila seseorang telah
mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan pada perusahaan. Dalam
hak atas upah yang adil dimaksudkan yaitu apabila seseirang yang telah

terikat oleh suatu pekerjaan, harus menerima upah yang adil sesuai dengan
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kewajiban pekerjaannya. Setiap orang berhak memperoleh upah yang
sebanding denagn tenaga yang telah dikeluarkannya.

Hak Untuk Berserikat dan Berkumpul

berkumpul yaitu agar

et

N

ALnanh

dari pengusaha
memperhatikan
n resiko yang

berbagai bidang

kesalahan, maka dengan adanya hak untuk diproses hukum secara sah dapat
diberlakukan ketika pekerja dituduh dan diancam. Pekerja diberi kesempatan
untuk bertanggung jawab dan bersifat wajib bagi perusahaan untuk

mengabulkannya.
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f. Hak Untuk Diperlakukan Secara Sama
Diperlakukan secara sama dan adil harus ditekankan dalam menjalankan

suatu pekerjaan dibidang manapun agar terhindar dari tidak adanya

asi berdasarkan jenis

SRR
“ﬁ‘ ?6‘
g

pendapat

g.
yang bersifat
engetahui data

h.
lontarkan suatu
sy dib bebasan dalam
&
B.
1.

Hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya
perjanjian kerja merupakan pengertian sempit dari hubungan kerja, bisa juga
dikatakan bahawa hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan adanya
perjnajian kerja uang mempunya unusr pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan
demikian, jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja

antara pengusaha dan pekerja.



Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk
hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja
dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan Perjanjian.Kerja Bersama«(PKB) yang.ada, demikian halnya
dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan PKB.
Atas dasar itulah, dalam pembahasan :mengenai. hubungan kerja ketiganya akan
dibahas secara terpadu karema merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan sebagai komponen hubungan industrial (Husni, 2015, p. 28). Selain
pengertian tersebut, dalam pendapat dari Iman Seopomo, perjanjian kerja adalah
suatu perjanjian dimana pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima
upah dari pengusaha atau majikan, dan pengusaha atau. majikan tersebut
mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau
imbalan sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh pekerja.

“Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata seperti yang
sudah pebulis sebutkan, tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah dibawah
perintah pihak lain, dibawah perintah perintah. pihak lain ini maksudnya
menunjukan bahwa hubungan antara’ pekerja dan pengusaha adalah hubungan
bawahan dan atasan. Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-
ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja yang secara sosial-ekonomi
mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu.
Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja

dengan perjanjian lainnya.” (Husni, 2015, p. 62)
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“Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-undang
Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk

pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,

serikat a, SE an kewajibz Se vaktu kerja,

jaminan usni, 2015,
p. 63).
a pihak yang
membuat pe ra pihak untuk

memberika

pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah
orang lain, yaitu pengusaha” (Irsan & Armansyah, 2016, p. 63).

Perjanjian dikenal dengan adanya suatu asas yang disebut freedom of
contract atau asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan keleluasaan

kepada siapa saja untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
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bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, norma
kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam suatu perjanjian pasal-pasal yang diperjanjikan

merupakan

hukum perjé

Artinya ba

melakukan perbuatan hukum, serta adanya perkejaan yang dijanjikan dan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

“Bersifat memaksa merupakan sifat dari hukum ketenagakerjaan itu
sendiri, maksudnya yaitu tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam

membuat perjanjian kerja karena perjanjian kerja merupakan bagian hukum



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

ketenagakerjaan, bukan bagian dari hukum perjanjian. Hukum perjanjian yang
mengatur ketentuan umum, sepanjang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan,

berlaku dalam perjanjian kerja, tetapi bila Undang-undang Ketenagakerjaan telah

hubungan kerja ubun 3 " buruh/pekerja
berdasarkan pe a ya ne 1 an, perintah, dan
upah.” Beberapa unsur dari hubungan kerja y ] nansyah, 2016, p.

63):

demi hukum apabila pekerja meninggal dunia, maka sidat pekerjaan ini yang
dilakukan oleh pekerja sangatlah pribadi karena yang berasngkutan dengan
keterampilan atau keahliannya sendiri.

b. Adanya Unsur Perintah

Harus tunduk terhadap segala perintah dari pihak pengusaha untuk

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah



3.

diperjanjikan, maka dari itu pekerja harus patuh dalam menjalankan
pekerjaan sesuai dengan isi perjajiannya.
Adanya Upah

Dalam. hubungan kerja.atau perjanjian kerja, upah memegang peranan
yang paling penting, dikarenakan tujuan utama seorang pekerja adalah
memperoleh upah. Sehingga ‘apabila tidak ada upah, maka tidak bisa
dikatakan sebagai suatu hubungan kerja. Karena hakikatnya seorang yang
bekerja akan memperoleh upah sesuai dengan keahliannya.

Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis, sesuai

dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. Bentuk tertulis

maksudnya dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga

jika terjadi perselisihan akan, sangat membantu proses pembuktian. Dalam Pasal

54 Undang Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang

dibuat secara tertulis sekurang-sekurangnya membuat keterangan :

D OO o

S @

Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;

Jabatan atau jenis pekerjaan;

Tempat pekerjaan;

Besarnya upah dan cara pembayarannya;

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;

Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

Tempat dan tanggal perjanjian dibuat; dan

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dalam perjanjian kerja terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT).
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a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat

dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Dalam Pasal 56

pekerjaan yang mempunyai hubungannya dengan kegiatan baru maupun
produk baru atau bahkan masih dalam masa percobaan atau penjajakan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk

waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
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b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan

hubungan kerja yang bersifat tetap merupakan pengertian dari perjanjian

menggantikan istilah national right (hak-hak alam) karena konsep hukum alam
yang berkaitan dengan istilah natural right menjadi kontroversi, dan frasa the
rights of man yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita
(Sirajuddin & Winaldi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, 2015, p.

226).
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“Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia
karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan

dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta mahkluk

adap hak asasi

dengan tanpa

serta tanpa

AU

memperso Pengertian hak

asasi manus namun karena

2 2 g

pemahaman ntang hak asasi

Asasi Manusia, 2014, p. 129).
Anthony Flew memberikan uraian tentang hak. la mengatakan: a person’s

entitlement as a member of society, including “liberties: such as the right to use

the public higway, and claim rights, such as the right to defence counsel.”
Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-

nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia



dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan
dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-
nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma (Matompo &
Muliadi, 2018, p..3).

Perbincangan mengenai HAM dengan demokrasi telah berlangsung
berabad-abad lamanya, dan_akani terus menjadi topic pembicaraan bersamaan
dengan isu perubahan social, ekonomi, politik dan budaya pada setiap negara.
Nilai-nilai HAM dan demokrasi sama-sama telah menjadi terma universal sejak
kedua istilah itu dicantumkan ke dalam konstitusi sebuah negara.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia yang secara kodrati
melekat pada diri manusia itu sendiri, dan bersifat universal serta langgeng. Oleh
karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh
dirampas oelh siapapun. Konsepsi kemanusiaan, dan relasi social yang dilahirkan
dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia serta dapat juga dimaknai
sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan harkat kemanusiaannya
merupakan salah satu makna dari Hak Asasi Manusia dan juga Demokrasi.

Secara teologis dapat dilacak konsepsi Hak Asasi Manusia dan demokrasi
berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Tidak ada manusia yang
dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan
merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa merupakan konsekuensi dari
relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Semua manusia memiliki potensi
untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh

manusia, karena yang benar-benar secara mutlak hanya Tuhan. Pemikiran yang



mengklaim bahwa dirinya benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah, adalah
pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Manusia
diciptakan oleh derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang disebut dengan
hak asasi manusiayang diperoleh sejak manusiaitu lahir.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait
dengan konsepsi negara hukum; yang memerintah dari sebuah negara hukum
adalah hukum, bukan manusia. Kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang
berpuncak pada konstitusi dimaknai sebagai hukum. Adanya supremasi konstitusi
merupakan kKehendak dari adanya sebuah negara hukum. Disamping merupakan
konsekuensi dari konsep negara hukum, sepremasi_konstitusi juga merupakan
pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial yang
paling tinggi. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat selain itu juga dapat
menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan-keputusan, sehingga
setiap peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dan ditegakkan
dengan benar-benar dapat mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Tidak
boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa
dari hukum serta peraturan: perundang-undangan yang berlaku, sebab hal ini
bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya
menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin
kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang
dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, akan tetapi democratische rechtsstaat.

Dalam pengertiannya HAM menurut definisi para ahli mengatakan, bahwa

hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang
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dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang

tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum Hak Asasi

ijauhkan atau

dipisahkan : ensi | ivide [INE ebut dan tidak bisa

adalah sebagai berikut (http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-

menurut-para-ahli.html):
a. Austin-Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan
secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
b. Prof. Koentjoro Poerbopranoto, menurutnya HAM adalah suatu hak yang

sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia
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berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan
sehingga bersifat suci.

c. John Locke, menurut John Locke hak asasi adalah (Matompo & Muliadi,

q;k‘i@m . ingga hak
N

d. Miria ‘ C Asasi Manusia
i - t : ia yang telah

kehadirannya

2.
sia dan telah

insip hak asasi

kesetaraan menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut
harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara speksifik Pasal 1
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: setiap umat
manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.
Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling mendasar atau

fundamental dari hak asasi manusia. Syarta dari prinsip kesetaraan yaitu
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adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi sama harus diperlakukan
dengan sama, dan dengan perdebatan, pada situasi tertentu, yang berbeda

diperlakukan dengan berbeda pula.

g berasal dari posisi

m&“‘ .bg ’ ang sama

. " usia telah

diskriminasi

ih kelompok

Nan)

i perempuan
tuk pekerjaan

mengizinkan

btz & L7

A

%

- ,@ of All.Forms of Discrimination
Against Women (CED ‘ . International Convention on the
Elimination of Racial Descremination (ICERD). Yang terpenting adalah
bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran
tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan itu telah

tercapai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan lagi.
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b. Prinsip Non Diskriminasi (Matompo & Muliadi, 2018, p. 15)

Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting

prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada

Karakteristik hukum hak asasi manusia intenasional telah memperluas
alasan deskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan
beberapa alasan diskriminasi antara rasm warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau
kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau

status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas



dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi
termasuk didalamnya orientasi seksual unsur dan cacat tubuh.

Penegasan akan prinsip non diskriminasi ini tercantum dengan jelas
beberapa instrument hak-asasi manusia,diantaranya pada Pasal 2 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: setiap orang
berhak artas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tecantum didalam
Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain,
asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun
kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan ‘diadakan pembedaanatas dasar
kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional.dari negara atau
daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang
berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berbeda di bawah
batasan kedaulatan yang lain.

Kewajiban Negara (Matompo & Muliadi, 2018, p. 16)

Timbul sebagai konsekuensi logis dari. adanya prinsip ketentuan
menurut hukum hak asasi.manusia internasional bahwa individu dalam
pihak yang memegang hak asasi manusia (right bearer) sedangkan negara
berposisi sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) terhadap hak asasi
manusia, yaitu kewajiban untuk, melindungi (to protect)enghormati (to
respect), memenuhi(tofulfill) merupakan prinsip dari kewajiban negara.
(https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod_resource/content/1

[Prinsip-Prinsip%20Umum%20Hak%20Azasi%20Manusia.pdf)



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia mengharuskan

negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manuisa. Kewajiban untuk

menghormati didefinisikan sebagai negara wajib menahan diri untuk tidak

Negara bertanggung jawab untuk penghormatan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara untuk tidak bertindak atau mengambil
kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Tanggung jawab untuk
memenuhi hak asasi manusia adalah kewajiban Negara untuk melaksanakan,
memberikan, menjamin pelaksanaan setiap hak asasi manusia melalui hak

asasi manusia melalui tindakan dan kebijakan-kebijakannya. Sedangkan
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tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia adalah merupakan

tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia adalah merupakan

tanggung jawab untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum setiap




BAB IlI

PEMBAHASAN

A Tinjauan.«Terhadap ~Penahanan_ljazah Pekerja Oleh Pengusaha

Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif HAM

Perkembangan informasi- ditandai: dengan semakin maju dan pesatnya
perkembangan dan teknologi (Syafrinaldi, Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak
Milik Intelektual Di Indonesia, 2012). Manusia adalah makhluk social (zoon
politicon) dimana makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan
dengan orang lagi atau bergantungan satu sama lainnya dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan hubungan tersebut adakalanya
berjalan baik-baik saja, tidak terjadi masalah-masalah, tercapai suatu persamaan-
persamaan dalam hubungan- tersebut, tetapi adakalanya juga dapat saja terjadi
suatu perbedaan, pertentangan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan atau
konflik dalam hubungan tersebut (Ugo & Pujiyo, 2011, p. 24).

Kesadaran bangsa Indonesia bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi
bagi setiap warga negara sebagaimana yang.telah dituangkan dalam UUD 1945
Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Amandemen UUD 1945 juga
mengatur tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Bab XA
tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu: Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja. Ketentuan Pasal 28D ayat (2) tersebut berimplikasi



pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat
memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu
adanya perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan
kewajiban negara.tersebut.

“Ruang lingkup ketenagakerjaan luas, terbatas dan sederhana. Hal ini
dibuktikan dalam praktek yang sangat Kompleks dan multidimensi. Oleh sebab
itu, diperlukannya hukum ketenagakerjaan yang tidak hanya mengatur hubungan
kerja, tetapi meliputi juga pengaturan di luar hubungan kerja, serta perlu
dijalankan oleh semua pihak dan membutuhkan perlindungan dari pihak ketiga,
yaitu penguasa atau pemerintah jika ada pihak-pihak yang dirugikan. Sesuali
dengan fungsi-'dan kedudukan tenaga kerja maka diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya
dalam pembangunan serta speningkatan perlindungan pekerja dan keluarganya
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu diperlukan adanya
perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dan menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha” (Shalihah, 2016, p.
71).

Warga negara Indonesia dilingdung UUD 1945 mengenai mendapatkan
perkerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UUD 1945. Dalam Pasal 27
ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2)



UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan ini didukung
oleh filosofi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa
salah satu tujuan.nasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap
Warga Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia (Khairani, 2016, p« &).7 Kémanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan
perdamaian di dunia Internasional yang nantinya ini semua harus dipelihara dan
dikembangkan sesuai kebutuhan dan pembangunan nasional merupakan dimensi
yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan Pembangunan nasional
dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indoneisa seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual sesuai dengan isi
Pancasila dan ‘UUD 1945,~Dalam pelaksaan ,pembangunan nasional, pekerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan
tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tersebut makan
peran pekerja dalam pembanguna sangat di perlukan karena akan berdampak pada
peningkatan perlindungan™ pekerja “beserta keluarganya yang berdasarkan
kemanusiaan.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan
UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, berkaitan
dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, hak unutk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan



memeluk agama dan unutk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu,
hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang paling
utama. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh
setiap manusia salah satunya-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini tidak seimbang dengan
pencari kerja. Hal ini menimbutkan' tekanan; bagi pelamar pekerja untuk cepat
mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan yang
diperlukan ini-membuat perusahaan memiliki peluang untuk mmebuat peraturan
atau perjanjian kerja yang harus disepakati calon karyawannya yaitu dengan
membuat perjanjian kerja yang berisi mengenai penahan ijazah.

Pengelolaan sumber daya manusia yang dikelola oleh perusahaan yang
baik akan meningkatkan apalabila kebutuhan pekerja terlindungi, dan hak yang
diterima karyawan sesuai. Tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik dan cepat
apabila perusahaan dan karyawan dapat memahami hak dan kewajiaban masing-
masing. Hubungan pengusaha sebagai pihak pertama dan pekerja sebagai pihak
kedua sangatlah bergantung. Karyawan membantu. perusahaan dalam mencapai
target yang telah ditetapkan .dan “perusahaan membantu karyawan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hak-hak karyawan yaitu berupa gaji.
Perusahaan yang memiliki daya saing kuat adalah perusahaan yang memiliki
standarisasi manajemen perusahaan yang baik. Pada dasarnya pengusaha dan
pekerja masing-masing mempunyai kebebasan membuat perjanjian kerja. Hal ini
berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, meskipun dalam membuat perjanjian

kerja diberlakukannya asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan
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berkontrak tersebut dibatasi oleh beberapa hal yaitu: undang-undang, kesusilaan

dan ketertiban umum (Agusmidah, 2010, p. 47).

Perjnajian sepihak yang dibuat oleh pengusaha merupakan salah satu jenis

atau menole

meneriman ekerja ake an an  kerja tersebut
sebagai be vataan ke = _- oha a apabila pekerja
menolaknya o X3

hal apapun.

Tidak ada aturan yang menyarankan perusahaan menahan ijazah pekerjanya
dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yang ada hanyalah kontrak kerja yang
memboleh dibuat berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Akan
tetapi, perjanjian kerja yang mengharuskan pekerja untuk menyerahkan ijazahnya
agar ditahan oleh pihak perusahaan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi

manusia. Dimana ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang menyatakan
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bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan

ilmu. ljazah merupakan surat yang berharga dan berguna bagi seseorang dalam

mencari pekerjaan.

apresiasi secara anya Sa < ar_kepentingan dan
kehendak sebagsa : ehidupan mar a ankan. Namun,
persoalan

wilayah huk

anyone. The development of human rights is inseparable from the development of
philosophical thoughts, and conceptually, the history of human rights can be
traced down to the emergence of constitutionalism in the 17th and 18th centuries.
The concept of human rights emerged from several natural law doctrines,
specifically the teachings of Thomas van Aquinas (1224-1274) and Hugo de Gorte

(1583-1645). These teachings are one of the reasons behind the creation of



Magna Charta (1215), Petition for Human Rights (1628) and The English Bill of
Rights (1689). Their thinking was elaborated in a modern way by Francis Bacon
and John Locke, thus reinforcing the position of human rights in a more rational
natural law” (Syafrinaldi, The.Concept Of Human Rights,,Democracy And The
Rule Of Law, 2018).

Adanya kesepakatan kedua belah:pihak merupakan dasar peraturan dari
pembuatan perjanjian Kerja yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan,
kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan melawan hukum, adanya
pekerjaan yang diperjanjikan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pekerjaan yang
diperjanjikan. Syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur didalam Undang-undang
Ketenagakerjaan Pasal 52 mirip dengan Syarat sah perjanjian yang diatur dalam
Pasal 1320 ‘KUHPerdatas, . Khusus = mengenai syarat ~kesepakatan atau
konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1. KUHPerdata yang
menyatakan beberapa teori mengenai syarat kesepakatan baru terjadi apabila
memiliki kebebasan untuk berkehendak dari kedua belah pihak, tanpa adanya
paksaan atau tekanan, baik“itu fisik maupun psikis dalam membuat perjanjian.
Syarat kesepakatan tidak terpenuh apabilaa semua itu tidak terjadi.

Masih adanya perusahaan yang menahan ijazah dikarenakan jumlah
lapangan pekerja sangatlah minim. Penahanan ijazah merupakan pelanggaran hak
asasi manusia yaitu membatasi manusia untuk mencari pekerjaan yang layak dan
meningkatkan taraf hidupnya. Praktik penahanan ijazah merupakan kontak atau

perjanjian yang dibuat oleh pengusaha terhadap calon karyawannya. Peraturan ini
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bersifat baku dimana hanya pengusaha yang berwenang dalam menentukan isi
kontrak. Perjanjian yang bersifat baku dapat di setujui oleh calon pekerja atau

bahkan di tolaknya. Hal ini membuktikan bahwa calon pekerja mendukung

la sepakat itu

paksaan atau

tanpa adanya kesepatakan dari kedua belah pihak dapat diajukan pembatalannya
di pengadilan. Jika dinyatakan batal oleh pengadilan, artinya perjanjian tersebut
tidak berlaku dan pekerja tidak diharuskan untuk membayar penalty atau hal-hal
lain yang terkait dengan perjnajian tersebut. Namun apabila perjanjian tersebut
tidak dinyatakan batal oleh pengadilan, maka berlaku Pasal 62 Undang-undang

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja dinyatakan membayar penalty



sebesar upah pekerja atau apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja
sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu
tertentu diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah
pekerja atau buruh'sampai batas.waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
kecuali jika hubungan kerja itu berakhir karena pekerja meninggal dunia, habisnya
waktu perjanjian kerja, ada putusan/dari ‘pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tidak bisa diganggu gugat, dan adanya sesuatu hal yang
menyebabkan putusnya hubungan kerja.

Umumnya, syarat pemberian ijazah pendidikan terakhir biasa dimintakan
oleh pihak perusahaan pada saat calon pekerja diterima bekerja di perusahaan
tersebut sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar sebelum masa kontrak habis.
Hal ini dipandang sebagai pengikat antara perusahaan dengan pekerjanya.

Permintaan ijazah atau penahanan ijazah ini kemudian dituangkan ke
dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para
pihak termasuk penyerahan jaminan ijazah untuk ditandatangani oleh pekerja dan
perusahaan. Dengan ditandanganinya perjanjian tersebut, para pihak menyatakan
sepakat dengan pejanjian kerja tersebut, dan.menundukkan diri terhadap isi atau
klausa dalam perjanjian kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan, untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu “sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal
tertentu, dan suatu sebab yang halal” (Soimin, 2015, p. 329). “Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang



membuatnya” (Soimin, 2015, p. 332) isi Pasal ini terdapat pada Pasal 1338
KUHperdata. Sehingga, sangat disarankan bagi pekerja untuk melihat dan
meneliti terlebih dahulu perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Karena,
jika sudah sepakat dengan isi.perjanjian_dan- ditandatangani, maka perjanjian
tersebutberlaku dan anggap sah. Undang-undang Ketenagakerjaan tidak
memiliki ketentuan yang mewajibkan karyawan menitipkan ijazahnya kepada
seuatu perusahaan. Sangat mungkin beberapa dari perusahaan yang memiliki
kebijakan ~menahan iajzah pekerjanya dan tidak mengindahkan aturan
ketenagakerjaan. Hal ini lah yang merugikan karyawan yang bekerja pada
perusahaan tersebut.

Tujuan-sebenarnya dari penahanan ijazah perkeja adalah ijazah pekerja
dijadikan sebagai benda jaminan. ljazah asli milik pekerja digunakan sebagai
jaminan kontrak kerja antara-perusahaan dan pekerja. Benda jaminan dengan kata
lain telah mengalami penafsiran ekstensif pada perkembangannya. Sesuatu yang
memiliki sifat kebendaan dan dapat dialihkan serta memiliki nilai ekonomis pada
dasarnya merupakan pengertian dari benda jaminan. Tetapi tidak adanya
kenyataan bahwa ijazah dapat dialinkan ‘maupun memiliki nilai jual atau nilai
ekonomis. Dengan kata lain, nilai ekonomis ijazah tersebut tidak ada. Dalam
dunia kerja, ijazah biasanya digunakan sebagai syarat terlampir. Namun yang
terjadi kini, banyak perusahaan yang kemudian memberlakukan ijazah pekerjanya
sebagai jaminan kontrak kerja.

Sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat tentang syarat sah

suatu perjanjian, penggunaan ijazah sebagai jaminan kerja dinyatakan dapat



diterima dan sah. Oleh karena hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah
pihak, yaitu pihak perusahaan dan pekerja. Kedua belah pihak telah memberikan
persetujuannya sehingga terjadi keterikatan mereka secara hukum, seperti yang
terkandung dalam-Pasal 1331 KUHPerdata. Hingga saat ini;peraturan pemerintah
yang dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan ijazah sebagai jaminan adalah
tidak sah, belum ada yang mengaturnya, maka penahanan ijazah pekerja menjadi
sah menurut hukumsebagai jaminan kontrak sebab tidak adanya aturan tersebut.
Dalam hukum perdata, hak retensi adalah hak untuk menahan benda milik
orang lain. Hak retensi sendiri mempunyai arti yaitu hak yang diberikan kepada
kreditur untuk menahan benda milik debitur hingga tagihan yang berhubungan
dengan benda yang ditahan tersebut dapat dilunasi. Hak retensi disini bersifat
sebagai jaminan hukum atas hutang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur.
Karena ijazah bukanlah hutang yang dimiliki_oleh pekerja-kepada perusahaan,
maka penahanan ijazah calon pekerja telah menyalahi kaidah dari hak retensi.
Selain tidak sesuai dengan hukum perdata, penahanan ijazah karyawan
oleh perusahaan juga termasuk kategori melanggar hak asasi manusia perihal
mencari penghidupan yang layak. Termasuk juga didalamnya pembatasan hak
pekerja untuk melamar ditempat lain. Pelanggaran ini membuat karyawan tidak
bebas dalam mencari pekerjaan yang lebih baik dikarenakan ijazah biasanya
dianggap sebagai persyaratan dalam melamar pekerjaan ke suatu perusahaan.
Penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan merupakan pelanggaran hak
asasi manusia karena berkaitan dengan kebebasan seseorang. Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak adalah seperangkat



hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungi tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan-harkat dan martabat manusia. Dari pengertian ini berarti setiap
orang termasuk pekerja mempunyai hak yang paling hakiki yang harus dihormati
oleh siapapun, baik itu berkaitan dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh
perusahaan. Pekerja berhak unutk menggunakan ijazah yang mereka miliki tanpa
harus ditahan oleh pihak perusahaan. Perusahaan yang melakukan penahanan ini
dikatagorikan sebagai pelanggaran hak. Pelanggaran hak dalam Pasal 1 ayat (6)
Undang-undang Hak Asasi Manusia adalah Setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi
dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan melakukanprakiek penahanan fijazah, maka hak asasi yang
dilanggar dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia ini yaitu:

a. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup,
memeprtahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Dengan
kata lain maka pihak perusahaan telah melanggar hak pekerja untuk
meningkatakan taraf hidupnya. Maksud dari hak untuk meningkatkan taraf
hidupnya ini dapat berupa memilih pekerjaan dengan upah yang lebih baik
untuk meningkatkan kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan lamaran
bekerja pada perusahaan lain yang menurutnya lebih baik dari perusahaan
tempat ia bekerja.

b. Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak dengan bebas
memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat



ketenagakerjaan yang adil”. Dengan kata lain maka pihak perusahaan telah
melanggar hak pekerja untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
maksudnya dengan ditahannya ijazah oleh pihak pengusaha maka
mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi pekerja untuk berpindah
pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Berdasarkan paparan.diatas, sudah jelas. suatu perusahaan jika melakukan
penahanan ijazah berarti telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh
pekerja.  Selain berdasarkan penjelasan~diatas, Dinas Ketenagakerjaan juga
mengatakan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan penahanan ijazah, ijazah
yang digunakan pada saat melamar pekerjaan, cukuplah dengan melampirakan
fotocopy ijazah yang dilegalisir bukan ijazah asli milik pekerja yang ditahan, bila
itu dilakukan maka termasuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Diluar pelanggaran hak asasi manusia seperti disebutkan diatas, terdapat
risiko lain dari praktek penahanan ijazah, yaitu risiko kehilangan, baik akibat
kelalaian manusia maupun, faktor lain, seperti kebakaran dan bencana alam.
Risiko praktek penahanan ijazah ini’Kerap tidak diatur dalam perjanjian kerja,
sehingga jika terjadi risiko seperti disebutkan diatas, maka pekerja terancam
kehilangan ijazahnya. Apalagi, tidak ada pengeluaran ijazah untuk kedua kalinya.
Jikapun ijazah asli hilang, baik hilang karena Kkelalaian manusia maupun faktor
lain, maka ijazah tersebut akan digantikan dengan surat kehilangan yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bisa menciptakan terjadinya
penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Perjanjian kerja
biasa dituangkan oleh kedua belah pihak, baik pihak pekerja maupun pihak

pengusaha yang bernama kesepakatan, baik perjanjian kerja tersebut berupa tidak



tertulis atau lisan maupun tertulis. Apabila kedua belah pihak menyepakati
terjadinya penahanan ijazahnya untuk ditahan oleh pihak perusahaan, maka
terjadilah penahanan kerja tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi pekerja,
pihak pekerja menjadi lemah:.Kemudian, apabila terjadi situasi dimana ijazah
pekerja tetap ditahan dan tidak dikembalikan setelah yang bersangkutan berhenti
bekerja, bisa diupayakan cara-cara’ kekeluargaan terlebih dahulu. Jika upaya
tersebut gagal, bisa ditempuh gugatan kepada perusahaan atas dasar perbuatan
melawan hukum.

Jika disandingkan dalam perspektif hukum perdata, ijazah dikategorikan
atau dilihat sebagai sebuah benda yang memiliki nilai atau berharga dan
didalamnya melekat hak milik seseorang terhadap benda tersebut. ljazah dalam
hukum perdata termasuk sebagai benda bergerak dan berwujud. ljazah sebagai
benda berwujud karena ijazah sebagai benda yang memiliki wujud fisik sehingga
dapat diraba menggunakan panca indra manusia, serta ijazah sebagai benda
bergerak karena sifat dari ijazah tersebut dapat berpindah atau dipindahkan.

ljazah sebagai benda jika dikaitkan dengan. tindakan pengusaha yang
melakukan penahanan ijazah asli ‘pekerja, terdapat peralihan pihak yang
memegang ijazah yang didasari dengan perjanjian yang disepakati oleh pekerja
dan pengusaha. Hal ini berarti berpindahnya penguasaan terhadap benda berupa
ijazah asli pekerja timbul karena adanya kesepakatan berupa perjanjian yang
artinya ijazah tersebut sebagai jaminan agar pekerja tidak mudah untuk berhenti
bekerja dengan pengusaha dan mencari pekerjaan di tempat lain. Berkenaan

dengan perjanjian, R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu



peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, dari peristiwa ini timbul hubungan
perikatan.

Umumnya-apabila suatu.perushaan memiliki manajemen yang profesional
tidak akan menahan ijazah pekerja karena mereka sudah mempunyai sistem kerja
yang seimbang antara perusahaan: dan-karyawan. Perusahaan hanya minta calon
pekerja menunjukkan “ijazah asli untuk dicocokkan dengan fotocopy yang
diberikan karyawan kepada perusahaan. Kemudian ijazah itu segera dikembalikan
ke calon pekerja. Sehingga pencocokan itu hanya membutuhkan waktu paling
lama 10 menit bersamaan dengan dokumen-dokumen lain untuk diperiksa.

“Bila dilihat lebih jelas lagi, perusahaan yang menahan ijazah hampir
dapat dipastikan karena turnover mereka tinggi. Perusahaan kerap kerepotan
dengan seringnya pekerja tidak betah kerja lalu keluar atau-resign, apalagi bila
pekerja seenaknya keluar atau mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Untuk
merekrut pekerja baru tentu merepotkan pihak perusahaan karena makan waktu,
tenaga, dan biaya. ‘Maka, untuk mencegah turnover tinggi diberlakukanlah
kontrak kerja dengan penahanan. ijazah agar setidaknya pekerja dapat bertahan
beberapa lama. Kalau turnover tinggi, yang bermasalah kemungkinan besar
adalah manajemen perusahaan yang berantakan atau kurang rapi sehingga pekerja
tidak nyaman bekerja, tidak dihargai, gaji minim, lalu keluar mencari pekerjaan di
tempat lain. Dan beberapa perusahaan yang menahan ijazah tidak akan
memberlakukan status pekerja tetap. Kalaupun status pekerja tetap diberikan, pasti

akan melalui proses yang berbelit dan rumit. Perusahaan yang enggan
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memberikan status pekerja tetap, dalam arti hampir semua pekerjanya berstatus
kontrak, itu tandanya perusahaan mau seenaknya sendiri. Karena hak pekerja tetap

lebih besar daripada pekerja kontrak, yang bahkan bisa dibilang tidak punya hak
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mencari pengalaman di tempat kerja yang baru. Pihak perusahaan sudah dapat
dikatakan lalai dan mengabaikan kewajibannya dan berakibat merugikan mantan
pekerjanya.

Dalam mengisi kekosongan hukum yang masih belum diatur, di Jawa
Timur sudah ada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pada Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8



Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan
dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan”. Dalam
penjelasannya dijelaskan bahwa dokumen yang dimaksud ialah Kartu Tanda
Penduduk (KTP),«Surat ljin-Mengemudi (SIM), akte kelahiran, kartu keluarga
(KK), paspor, ijazah dan sertifikat. (http://harianbhirawa.com/2017/01/persoalan-
hukum-penahanan-ijazah-oleh-perusahaany)

Berdasarkan hal” diatas, dapat disimpulkan di Jawa Timur ada peraturan
yang mengatur mengenal penahanan ijazah. Dan juga Peraturan Daerah ini
menjadi payung hukum yang melindungi pekerja Jawa Timur terhadap penahanan
ijazah yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga
mengatur sanksi terhadap pengusaha yang melakukan penahanan ijazah, yakni
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi dengan berlakunya Peraturan Daerah
Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,
maka pengusaha jangan sekali-kali melakukan penahanan ijazah atua dokumen
lain pekerjanya dengan.alasan apapun. Perda ini dapat dipakai sebagai rujukan

dan payung hukum terhadap pengusaha yang.melakukan penahanan ijazah.

B. Akibat Hukum Terhadap Penahanan ljazah Pekerja Oleh Pengusaha

Dalam Hubungan Kerja

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus
dipenuhi mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan yang timbul dari hasrat

untuk memiliki sesuatu benda. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut,



maka manusia harus bekerja. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan saat ini
dipandang sebagai syarat untuk bekerja. Untuk dapat bekerja pada perusahaan,
seseorang menempuh pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan ijazah
sebagai bukti bahwa dirinya telah.menempuh pendidikan.

“Peranan dan kedudukan tenaga kerja yang sesuai, - diperlukan
pembangunan. ketenagakerjaan, untuk “meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja
dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Maka dengan
itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekereja dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan = kesejahteraan pekerja/ouruh dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sesuai-dengan bunyi pasal
27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan” (Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam
Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif
HAM, 2017, p. 150).

Menjalankan suatu hubungan ada kalanya berjalan baik-baik saja, atau
tidak terjadi masalah-masalah, bahkan tercapai suatu persamaan-persamaan dalam
hubungan tersebut, tetapi adakalanya dapat terjadi suatu perbedaan-perbedaan,
pertentangan-pertengan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan atau
konflik dalam hubungan tersebut. Begitu pula didalam hubungan industrial, yakni

hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha adakalnya juga bisa terjadi



pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan atau  konflik, sehingga
menimbulkan apa yang dinamakan perselisihan hubungan industrial.

Apabila terjadi perselisihan atau konflik, setiap orang dilarang oleh hukum
unutk melakukan.tindakan sendiri-sendiri_atau-dikenal dengan asas “tidak boleh
main hakim sendiri’” (eigenrichting). Yang dimaksud dengan main hakim sendiri
itu adalah jika hak seseorang yang telah dilanggar oleh seseorang yang lain, maka
seseorang yang haknya dilanggar tersebut tidak diperkenankan untuk memaksa
orang lain tersebut untuk memenuhi haknya, walaupun dia memenag betul-betul
mempunyai hak tersebut untuk memenuhi haknya, apalagi dia tidak berhak.
Tindakan yang demikian dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 1
(satu) tahun (Amin, 1976, p. 12). Oleh sebab itu, setiap ada perselisihan atau
pertentangan atau konflik, harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku. Aturan hukum untuk menyelesaikan segala macam perselisihan yang
berhubungan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan atau hukum acaranya
telah diatur didalam  Undang-undang Penyelesaian. Perselisihan Hubungan
Industrial (UUPPHI). Setiap ada perselisihan, undang-undang inilah yang harus
menjadi pedoman, tidak boleh seseorang main hakim sendiri walaupun dia adalah
seseorang yang benar (Ugo & Pujiyo, 2011, p. 25).

Pemerintah harus memulai pembaruan dan penegakan hukum, aparat
hukum dan masyarakat, sebab tidak mudah menyadarkan tentang arti dan makna
hukum yang sesungguhnya, keberadaan lembaga-lembaga hukum di Indonesia
tidak bekerja secara maksimal karena disebabkan oleh faktor-faktor internal dan

eksternal. Dalam perkembangan demokrasi, hukum selalu dituntut untuk maju



sesuai dengan paradigma hukum yang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat
yang harus peka terhadap perubahan disekitarnya dan juga merupakan tantangan
masa depan dalam membangun kontruksi hukum yang sesuai dengan cita-cita
negara hukum.

Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan harapan kepada pekerja
atau buruh untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Didalam Undang-undang Ketenagakerjaan dibatasi hak-hak dan kewajiban antara
pekerja atau buruh dan majikan atau pernguasa. Dalam hal ini ada beberapa faktor
pendukung dan faktor terhadapa penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam
hubungan kerja dalam perspektif hak asasi manusia.

“Hubungan kerja yang merupakan ketertarikan kepentingan antara pekerja
atau buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat,
bahkan perselisihan antara-, kedua belah pihak. Hal ini~disebabkan karena
hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha merupakan huibugnan yang
didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu
hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terkait
dalam suatu hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap
mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan
keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk
pernyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Kerja, dapat menyelesaikan kasus penahanan ijazah pekerja yang tidak

diterima oleh salah satu pihak” (Sembiring, 2016).



Perselisihan antara pekerja dan perusahaan merupakan hal yang lumrah
terjadi. Perselisihan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor.
Namun, secara umum perselisihan terjadi disebabkan oleh adanya rasa tidak puas
dari masing-masing pihak. Dalam hubungan-ketenagakerjaan, perselisihan ini
dinamakan juga sebagai perselisihan industrial. Seperti yang sudah diuraikan di
atas, perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan (Sembiring, 2016) yaitu
dengan cara bipartit dan jika tidak berhasil bisa dengan menempuh cara tripartid
dan melalui pengadilan khusus hubungan industrial.

Berkenaan dengan ijazah bahwa ijazah sebagai benda yang didalamnya
melekat hak milik bagi seseorang yang menjadi bukti bahwa orang tersebut telah
menempuh pendidikan. Pada dasarnya ketika seseorang melamar pekerjaan pada
perusahaan melampirkan fotocopy ijazah tersebut sama dengan aslinya sehingga
bisa digunakan untuk. melamar pekerjaan. Pada beberapa  perusahaan yang
menerapkan sistem penahanan terhadap ijazah asli pekerja bagi pekerja yang
melamar pekerjaan di perusahaan baik dengan waktu pengembalian ijazah asli
yang ditentukan atau tidak ditentukan oleh pengusaha.

Sistem penahanan ‘ijazah_asli ini.biasanya dilakukan oleh pengusaha
dengan alasan agar pekerja tidak menjadikan perusahaannya sebagai batu loncatan
yang mengakibatkan pengusaha kehilangan pekerja yang berdampak pada
penurunan kinerja perusahaan. Hal ini karena pekerja merupakan komponen yang
penting dalam perusahaan karena posisi pekerja sebagai roda penggerak
perusahaan. Tanpa ada pekerja maka perusahaan tidak akan beroperasi dalam

kegiatan usahanya. Pada sisi lainnya, hal yang dilakukan oleh pengusaha terkait



dengan sistem penahanan ijazah asli pekerja dapat dikatakan bertentangan dengan
hak seseorang untuk bekerja yang dimaknai bahwa pengusaha menghalangi ketika
seseorang tersebut mencari pekerjaan yang layak.

Jika melihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan beserta aturan pelaksanaannya, tidak terdapat peraturan
yang mengatur tentang penahanan ijazah jasli, pekerja. Hal ini mengakibatkan
adanya kekosongan hukum terkait boleh atau tidaknya dilakukan penahanan
ijazah. Akibat kekosongan hukum ini maka pengusaha melakukan penahanan
ijazah asli pekerja sebagai syarat diterimanya pekerja untuk bekerja berdasarkan
kebiasaan yang terjadi pada dunia kerja serta dengan dasar kebebasan berkontrak.

Kekosongan hukum yang terjadi terhadap penahanan.ijazah asli pekerja
perlu adanya pengaturan terkait sehingga dapat menjadi payung hukum demi
melindungi hak dan kepentingan pekerja maupun pengusaha agar sama-sama
tidak merasa dirugikan dalam melaksanakan hubungan kerja, sehingga peran dari
pemerintah sangat diharapkan baik dalam membentuk peraturan maupun
mengeluarkan kebijakan demi mengisi kekosongan hukum vyang terjadi
dimasyarakat terutama terkait terjadinya tindakan penahanan ijazah asli pekerja.

Meningkatnya angka pencari Kerja membuat sebagian perusahaan yang
membuka lapangan pekerjaan semakin tinggi hati dalam membuat peraturan
dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja. Salah satu kebijakan perusahaan yang
tengah marak terjadi yaitu dengan menahan ijazah asli para pekerja. Dimana para
pencari kerja akan menerima selaga macam isi perjanjian kerja atau kontrak kerja

untuk mendapatkan pekerjaan demi bisa mencukupi kebuhtuhan hidup yang



semakin meningkat. Salah satunya dengan mengikuti atau menyetujui segala isi
perjanjian kerja yang diberikan oleh perusaha atau tempat pekerja bekerja,
meskipun perjanjian itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi demi
untuk mencukupi-kebutuhan hidup yang semakin meningkat pasti akan diterima
oleh pekerja. Seperti penahanan ijazah pekerja. Hal ini merupakan akibat
kekosongan hukum dari penahananijazah pekerja.

Sementara itu terhadap penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam
hubungan kerja, pengusaha yang telah menerima pekerja telah- merogoh kocek
dalam-dalam untuk mengeluarkan biaya cek kesehatan pekerja hingga
mengeluarkan  biaya untuk me-training pekerja agar skill pekerja menjadi
bertambah. Dimana pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang tidak
sedikit yang telah dikeluarkan oleh pengusaha dalam tiap merekrut pekerja baru.
Hal ini menjadi faktor pendukung para pengusaha dalam bertindak sebagali
pembuat aturan hubungan kerja karena telah mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit apalagi dalam pengeluaran biaya untuk training skill pekerja.

Hubungan Kkerja sebagaiman diatur dalam Kketentuan Undang-undang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan
pekerjaan atau bekerja mempunyai arti kegiatan-kegiatan pengarahan tenaga atau
jasa seseorang, yaitu pekerja secara terus menerus dalam waktu tertentu dan
secara teratur demi kepentingan orang yang memerintahkannya sesuai dengan

perjanjian kerja yang disepakati bersama.



Didalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak ada aturan yang
mengharuskan pekerja untuk menyerahkan ijazahnya kepada pengusaha atau
tempatnya bekerja. Memang benar jika dilihat dari peraturan tidak ada mengatur
akan hal penahanan ijazah ini;. maka denganitu tidak ada pelanggaran yang
tercipta, hal ini juga yang menjadikan pengusaha bebas membuat aturan dalam
hubungan kerja untuk melakukanpenahanan ijazah pekerja karena dalam aturan
umumnya yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan tidak ada ‘yang mengatur
mengenai penahanan ijazah pekerja, sehingga aturan khusus atau peraturan
perusahaan membolehkan klausula penahanan ijazah pekerja. Tetapi jika dilihat
dari perspektif hak asasi manusia, maka penahanan ijazah pekerja merupakan
pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara jika Penulis teliti lebih jauh lagi, penahan ijazah ini termasuk
menyalahi aturan karena didalam Undang-undang Ketenagakerjaan dengan jelas
ditulis bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana
peraturan tersebut ‘pada prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku merupakan peraturan yang belum terlaksana dengan baik
jika disandingkan dengan perjanjian kerja yang mengharuskan ijazah pekerja
ditahan. Sedangkan peraturan yang berlaku memuat setiap orang berhak atas
syarat ketenagakerjaan yang adil seperti terlampir dalam Pasal 38 ayat (2)
Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak dengan

bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat



ketenagakerjaan yang adil”. Akan tetapi dengan tidak adanya aturan mengenai
penahan ijazah serta perlindungannya yang dimuat didalam peraturan mana saja
maka menciptakan kekosongan hukum. Meskipun di Indonesia telah diatur
Undang-undang Hak Asasi Manusia, namun.pada prakteknya masih banyak pula
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Seperti
kasus penahanan ijazah yang,telah ‘Penulis cantumkan dilatarbelakang yang
kemudian Penulis dapati dari kasus tersebut ialah beberapa hak yang dilanggar
oleh pengusaha dalam peristiva penahanan ijazah pekerja tersebut adalah hak
untuk meningkatkan taraf hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak
untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pekerja
yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja ialah para pekerja pada
saat melamar pekerjaan tidak, tahu bahwa akan diberlakukannya penahanan ijazah
oleh pengusaha sampai pada tahap. medical check up . pekerja diharuskan
membawa ijazah sebagai jaminan kerja untuk ditahan sampai batas kontrak
selesai. Narasumber yang bekerja dibidang perbankan menyatakan: “tidak tahu
jika penahanan ijazah yang dilakukan ‘eleh perusahaan merupakan tindakan
pelanggaran hak asasi manusia. Penahanann ijazah pekerja diakui sebagai salah
satu syarat kerja. Pada awal saat dinyatakan diterima sebagai pekerja di
perusahaannya, pihak perusahaan menyuruh agar membawa ijazah asli pekerja
pada saat pekerja akan melakukan medical check-up dan tidak ada penjelasan
mengenai upaya apa saja apabila terjadi kehilangan ijazah pekerja saat masih

bekerja. Apabila ingin mengambil ijazah asli, maka pekerja harus menyelesaikan



kontrak kerja yang sudah tertera, hal ini dikhususkan untuk pegawai kontrak,
apabila pekerja resign secara tiba-tiba dan belum menyelesaikan kontraknya maka
diwajibkan membayar penalty agar bisa mendapatkan ijazah aslinya kembali.”

Berdasarkan hasil'wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah
satu HRD perusahaan swasta menyebutkan: “penahan ijazah merupakan jaminan
yang diberikan karyawan kepadaperusahaan,agar mereka tidak keluar dari
perusahaan Kita secara Seenaknya. Dengan adanya ijazah mereka memiliki hak
mereka untuk diambil setelah mengerjakan kewajiban mereka terlebih dahulu.
Karena perusahaan kita memiliki tahapan apabila akan melakukan resign.”

Hasil analisa penulis terhadap kasus yang dialami oleh narasumber yang
bekerja di perusahaan dibidang distributor and dealar mengaku bahwa ijazahnya
hilang ketika ia sudah tidak bekerja lagi diperusahaan yang mana ijazahnya masih
tertahan ketika narasumber, .sudah mengundurkan diri dari perusahaannya.
Narasumber sudah melakukan segala kewajiban kerjanya sebelum mengajukan
pengunduran diri pada perusahaannya. Pada mulanya narasumber diminta untuk
menyerahkan ijazah aslinya sebagai jaminan kerja.pada perjanjian kerja dan
menandatangani perjanjian-kerja tersebut...Selang beberapa bulan setelah ia
bekerja di perusahaan tersebut, ia mengundurkan diri atau mengajukan resign 1
(satu) bulan sebelumnya dan sudah menyelesaikan semua kewajiban kerja dan exit
clearance-nya. Akan tetapi setelah ajuan resign dikabulkan oleh pihak
perusahaan, mantan pekerja ini harus menunggu lama untuk mendapatkan ijazah
aslinya yang ia serahkan ketika menyetujui surat perjanjian kerja untuk ditahan

ijazahnya. Setelah menunggu lama dan tidak kunjung mendapatkan ijazahnya



kemabali, Narasumber menemui pihak HRD dari perusahaan untuk mengambil
ijazahnya akan tetapi akan tetapi pihak HRD tersebut belum dapat memberikan
ijazahnya. Pihak HRD berdalih hanya bisa memberikan surat keterangan kerja dan
berjanji akan mnpegirimkan ijazahnya paling.lama 1" (satu) minggu kemudian.
Selang 1 (satu) minggu berlalu, ijazah mantan pekerja tidak kunjung didapati.
Berbulan-bulan dilalui tidak menemukan-titik ,terang akan pengembalian ijazah
tersebut. 'Sampai . akhirnya pihak perusahaan menyatakan bahwa ijazah
narasumber hilang pada saat pergantian HRD. Kemudian pihak perusahaan
menyatakan hanya akan bertanggungjawab sebatas mengurus surat pengganti
ijazah yang telah hilang tersebut (http://intisari.grid.id/read/0332823/seperti-apa-
aturan-hukum-untuk-perusahaan-yang-menahan-ijazah-karyawannya?page=all ).
Dalam kasus ini, Penulis menemukan kerugian yang dialami oleh
narasumber yang bekerja dibindang distributor and dealer-ini. Kerugian yang
dialami narasumber ini yaitu berupa hilangnya ijazah asli yang menjadi syarat
ketika seseorang akan melamar pekerjaan, lalu dari kehilangan ijazah asli tersebut
narasumber tidak ‘'mempunyai bukti ijazah pendidikan terakhirnya, tetapi
narasumber hanya mempunyai surat' keterangan pengganti ijazah dari Dinas
Pendidikan untuk melamar pekerjaan. Penulis menganalisa dalam kasus ini, syarat
pemberian ijazah pendidikan terakhir biasa dimintakan oleh pihak perusahaan
pada saat calon pekerja diterima bekerja diperusahaan tersebut, penyerahan ijazah
pekerja tersebut merupakan sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar sebelum
masa kontrak habis. Hal ini dipandang sebagai pengikat antara perusahaan dengan

pekerjanya agar pekerja tidak mengundurkan diri dengan seenaknya yang



membuat perusahaan akan mengalami kerugian jika banyak pekerja yang
mengundurkan diri, penyerahan ijazah ini kemudian dituangkan kedalam
perjanjian kerja yang memuat syarat-syarta kerja, hak dan kewajiban para pihak
termasuk penyerahan jaminan..ijazah untuk-ditandatangani oleh pekerja dan
perusahaan. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, pihak pekerja dan juga
pihak perusahaan sepakat denganiperjanjian kerja tersebut dan menundukan diri
terhadap isi atau Klausuta dalam perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan: “untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab
yang halal.” (Seimin, 2015, p. 329) “Semua perjanjian yang-dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Soimin, 2015,
p. 332).

Sehingga dianjurkan bagi pekerja untuk memerikasa perjanjian Kkerja
sebelum menandatanganinya. Karena jika sudah sepakat dengan isi perjanjian dan
ditandatangani maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi
pihak-pihak yang menandatanginya sampai.masa kontrak perjanjian kerja selesai.
Namun berdasarkan kasus tersebut, bahwa narasumber telah mengajukan
pengunduran diri dengan mengajukan surat pengunduran diri sebulan sebelumnya
dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan
pengunduran diri, dengan demikian perjanjian yang berada didalamnya haruslah
dinyatakan berakhir. Hal ini membuat para pihak harus mengembalikan segala

hak dari masing-masing pihak yang pernah dimintakan ijazah pendidikan



terkahirnya. Apabila perusahaan tidak dapat bertanggungjawab memberikan
ijazah tersebut kembali kepada pemilik atau kepada siapa ijazah itu dibuat, dengan
alasan bahwa ijazah tersbut telah hilang sewaktu pergantian HRD, maka
perusahaan diduga melakukan.tindak pidana-penggelapan. sebagaimana diatur
dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi ‘‘Barangsiapa dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki barang sesuatusyang.seluruhnya atau sebagaian adalah
kepunyaan orang lain,” tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratu rupiah.”

Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah Penulis paparkan diatas,
apabila mantan-pekerja tersebut ingin memperjuangkan haknya, dapat melakukan
upaya hukum yaitu dengan melaporkan tindak pidana penggelapan yang diduga
dilakukan oleh™ perusahaan, tersebut kepada , kepolisian *di  wilayah hukum
terjadinya tindak pidana atau dalam hal ini di tempat perusahaan tersebut
berkedudukan. Selain itu Penulis menemukan adanya kerugian yang dialami oleh
narasumber yang bekerja dibidang distributor and dealer ini dengan tidak
dikembalikannya ijazah tersebut oleh pihak.perusahaan, ditambah lagi perusahaan
beralasan bahwa ijazah milik mantan pekerja tersebut hilang sewaktu pergantian
HRD. Atas dasar timbulnya kerugian tersebut, narasumber tersebut dapat
menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi “Tiap

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
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mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti

kerugian tersebut.”

Berdasarkan fenomena penahanan ijazah pekerja tersebut, dapat dikatakan

alahnya telah
a kategori dari
perbuatan a kesengajaan,
perbuatan elawan hukum
karena kela

Perb

dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat,

keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan
perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa
kerugian bagi pihak lain. Karena ada kalanya pelanggaran hukum itu tidak harus

membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap



perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya,
bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan
hukum tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata
antara lain, adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut. melawan melanggar
hukum, yang disebabkan dengan adanya kesalahan, adanya kerugian bagi korban,
serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Miru & Pati, 2016).

Bahwa yang dinyatakan bersalah dalam perbuatan melawan hukum adalah
subjek hukum atau orang (person), karena subyek diakui mempunyai hak dan
kewajiban. Berarti berdasarkan pernyataan tersebut dinyatakan bersalah adalah
subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum
adalah juga subjek hukum, alasannya karena subjek hukum mempunyai hak dan
kewajiban (Abdulhay, 2006, p. 88).

Ada hubungan yang-erat antara ganti_rugi yang terjadi karena adanya
wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi
sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, jika diperhatikan
bahwa para ahli menyebutkan juga bahwa ketentuan tentang ganti rugi yang
terdapat di dalam bagian wanprestasi tersebut juga berlaku akan halnya dengan
ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan
pengertian lain, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan secara
analogis dalam hal adanya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti
kerugian yang dimaksud ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur

melakukan wanprestasi karena lalai. Sebagai perbandingan tentang ganti kerugian



disebabkan wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan yang
melawan hukum.

Perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu
bahwa didalam wanprestasi terdapat istilah.somasi yaitu-penetapan lalai yang
disebut dalam Pasal 1274 KUHPerdata. Dengan demikian wanprestasi itu terjadi
apabila salah satu pihak atau_debitur 'misalnya; setelah penetapan lalai ini ia masih
tetap tidak melakukan atau memenuhi pretasinya maka si debitur dapat dikatakan
wanprestasi. Di samping itu, pada umumnya tindakan wanprestasi ini ada
dikarenakan suatu perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik perikatan
yang berdasarkan perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-
undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum ' tidak ada penetapan lalai atau
peringatan terlebih dahulu. Kemudian pada umumnya perbuatan melawan hukum
terjadi bukan ‘Karena suatu, perikatan tetapi_ terjadi dengan sendirinya yang
dilakukan oleh si pembuat terhadap aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang
berlaku.

Persetujuan itu berlaku sebagai undang-undang, namun bukan berarti
pihak yang dengan kesalahannya. tidak melakukan perjanjian itu dikatakan telah
melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi ia dikatakan telah wanprestasi.
Karena bersalah tidak melakukan prestasi yang telah diperjanjikan dengan pihak
lain. Perjanjian kerja yang dalam bahasa belanda disebut Arbeidsoverenkoms
mempunyai  beberapa pengertian. Pasal 160la KUHPerdata memberikan
pengertian sebagai berikut, perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian dimana

pihak kesatu yaitu si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak



yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan
menerima upah. Menilik pasal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa ciri
khusus dari perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain, ini menunjukkan
bahwa hubungan<antara  pengusaha dan pekerja adalah hubungan atasan dan
bawahan. Menurut aturan hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat .14 yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja dalam hubungan Kkerja -ini dibuat dengan dasar
kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya hubungan antara pengusaha
dengan pekerja“sebatas hubungan kerja, yaitu hubungan yang terjadi setelah
diadakan perjanjian oleh pengusaha dan pekerja di mana pekerja menyatakan
kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di
mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja
dengan membayar upah. Perjanjian yang terjadi antara pengusaha dan pekerja ini
disebut perjanjian Kkerja, yang artinya hubungan kerja sebagai bentuk hubungan
hukum lahir atau tercipta setelah-adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 , ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang
Ketenagakerjaan, syarat sahnya hubungan kerja adalah: kesepakatan kedua belah
pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang
diperjanjikan, dan obyek pekerjaan yang diberikan tidak boleh bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi
semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kesepakatan
kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam
membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai Syarat subyektif karena
menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya
pekerjaan yang diperjanjikan_dan-pekerjaan yang.diperjanjikan harus halal disebut
sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif
tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dari
perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan
persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua/wali atau pengampu
bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan
perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai
kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah
kewajiban menanggung segala sesuatunya.bila terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah
suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi
kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral

dalam melakukan suatu perbuatan.



Menurut hukum perdata ada dua istilah pertanggungjawaban, yaitu
liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang
menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang
bergantung atau yang mungkin.meliputi semua-karakter hak.dan kewajiban secara
aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi
yang menciptakan tugas untuk: melaksanakan .Undang-undang. Responsibility
berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk
putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputijuga kewajiban
bertanggung Jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan
penggunaan prakitis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum,
yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum,
sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (tort
liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan
sengaja (intertional tort liability);

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena
kelalaian (negligence tort liability); dan

c. Tanggung jawab mutlak. akibat “perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (strick liability).

Tanggung jawab atau responsibility merupakan suatu refleksi tingkah laku
manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya,
merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya.
Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian
dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu

dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh
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kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung
jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti

tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak

penggantia

atau peram pelaku.

Pena mulai marak

anNALNARAES

5 e

dilakukan i
hilangnya ija

mendapatkan [

5
!
IS
~
)
[
)
w
D
3
)

dari pihak per
pekerja. ..
Masih adanya pe »“ : an ijazah dikarenakan jumlah
lapangan pekerja sangatlah minim. Penahanan ijazah merupakan pelanggaran hak
asasi manusia yaitu membatasi manusia untuk mencari pekerjaan yang layak dan
meningkatkan taraf hidupnya. Praktik penahanan ijazah merupakan kontak atau
perjanjian yang dibuat oleh pengusaha terhadap calon karyawannya. Peraturan ini
bersifat baku dimana hanya pengusaha yang berwenang dalam menentukan isi

kontrak. Perjanjian yang bersifat baku dapat disetujui oleh calon pekerja atau
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bahkan ditolaknya. Hal ini membuktikan bahwa calon pekerja mendukung
penahanan ijazah sebagai jaminan akan dirinya. Dukungan ini bisa saja dilakukan

secara suka rela atau terpaksa demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk

mengenai
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

undang yang mengatur seca plisit mengenai hak bagi perusahaan
untuk menahan ijazah asli pekerja, namun pada prakteknya kerapkali
banyak kita temui penahanan ijazah asli yang dilakukan oleh perusahaan.
Salah satu alasannya adalah agar pekerja mau mentaati aturan dan jangka
waktu perjanjian kerja yang telah disepakati.

2. Akibat hukum terhadap penahanan ijazah pekerja yang disebabkan tidak

adanya aturan yang mengatur tentang penahanan ijazah ini membuat
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terciptanya kekosongan hukum terhadap perbuatan melanggar hukum

tersebut. Akibat kekosongan hukum ini menyebabkan pekerja masih

dianggap lebih rendah sehingga pengusaha dengan seenaknya menjalankan

mengenai penahanan ijazah pekerja didalam kontrak kerja. Kepada Dinas
Tenaga Kerja diharapkan bisa mendata dan memproses perusahaan-
perusahaan yang masih menjadikan penahanan ijazah sebagai kontrak kerja.
Dan jugas sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang
melakukan penahanan ijazah pekerjanya. Hal ini dilakukan untuk

memberikan perlindungan dan keadilan kepada pihak pekerja yang merasa
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dirugikan oleh perusahaannya. Kepada perusahaan sebaiknya tidak perlu
untuk melakukan penahanan ijazah pekerja. Karena penahanan ijazah

tersebut membuat pekerja menjadi tidak leluasa dalam hal mencari

gi pekerja.
kerja yang
dengan teliti
kepada pihak
um dimengerti
dilakukan agar

ur dan saling

Sehingga membuat pekerja semakin kewalahan untuk mencari pekerjaan

yang layak dari sebelumnya.
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